-

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Momar 2730);

Undang-Undang MNamor 12 Tahun 2011  te=ntang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |L=mbaran
Megara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomar 82,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Momar
A234| sebagnimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Memor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Aras Undang-Undang Namar 12 Tahun
2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-
uridangan [Lembaran MNepara Republik Indonesia Tabwn
A2 Nomoer 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoresia Nomor @801);

Undang-Undang MNomaor 23 Tahun 2014  wentang
Femenntahan  Dacrah  (Lembaran Nepara  Republik
Imdonesia Tahiun 2014 Momor 23, Tambahan Leenbsanan
Negarn Hepublik [ndonesia Nomor 5587) scbeysimans
kelah diuhah Dolborapa kali terakhir denpan Undang-
Undang MNamor 6 Taohun 2023 tentang Peoelapun
Peraturan Pemcrninlah Peoggantl Undang-Undane Nomuor 2
Tuhun K2 tentang Cipla Kera Menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negara Republik [ndonesis Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negora  Hepublik  Iisdonesis
Nomor &8 36j);

Urndang-Undang Nomesr 12 Tahun 2023 tentang Provinas
Jawa Tienur [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
225 Numar 59, Tambsabhan Lembaran Negara Republik
Inderesia Nomor S805]

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2007 entang
Permbanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah |Lembkaran Negara Republik Ind ia Tahun 2017
Mamor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubdlik
Indoneasa Nomor 604 1|;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Liparan dan  Evalussi  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Draerah [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran MNegar Republik
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Indonesia Nomaor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 2 Tahun 202%
lentang  Perencanasn  Pembinaan  dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Dgerah Tahun 2025 (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tlentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kesangan Daerah
{Berita MNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781]:

Peraturun Doerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun
A4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dhserah
Rabugalen Trenggalek Tahun Anggaran 2025 |Lembaran
Pacral Kabupaten Trenggalck Tahun 2024 Nomor 110;
Pevaluran DBupati Trenpgealek Nomor 1 Tahun 2024
rentang  Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan
Fungai =cria Tata Kerja Inspektorat (Berita Dacrah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Namar 1);

Peraturan Bupati Trenggalek  Nomor 62 Tohun 2024
lenang Perjabaran Anggaran  Pendopatan dam
Belanja  Dacrah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Eabupaten Trempgealek Tahun 20249 Nomor 62):

Peraturan  Hupati Trenggalek Momor 63 Tahun 2024
lentang  Sasrem dan Prosedur Penpelolaan Keuangan
Daerah [Berita Dacruh Kabupaten Trenpgalek Tahun 2024
Nomor &3);

s

o

Program  Kerja  Pembinaan dan F'-I:ngn'-'-ra.mm'l. Tahunan
Herbasis Ristko Tahun X025 scbagaimane tercantum dalam
Lamgiran yang merupakan bagian tidak terplsabkan dari
Keputusan Bupsati ini.

Frogram Kerja Pembinann dan Pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupat ini
merupakan penjabaran Rencana Kerja Pembinaan dan
Pengawasan Inspekiorat Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

L

L3
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dengan memperhatikan  kebijskan pengawasan sesuai
Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala binya yang diperlukan untuk p:l.n*un program
ketja sebagnimana  dimaksud dalam DIKTUM KESATU

hegulusan Bupati  anl dibebankan  pada  Anggaran
Penddapatan dan Helanjs Daerabh Kabupaten Trenggalck
Tuhun Anggnran 2025

Reputusan  Dupati il mulai bedaku  pada  tanggal

it tmpkan

Ditetapkan di
pada tanggal




HUFATI TRENGGALEK
PROVINS] JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.0.3/ * F406.001.3/ 2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN

Menimilsang

L [ TR T

RERBASIS RISIKG TAHUN 2025

BUPAT] TRENGOALEK,

Babwa uniuk melaksanakon keteniuan Pasal 4 ayat (3)
Perasuran Mentert Dolam Negerl Nomor 2 Tahun 2025
tertang  Perencopnan Pembinean dan Pengawasan
Penyvelengarnan Pemerintahan Deerah Tahun 2025 perlu
menvtaphan Kepuiusan Bupatl entang Program  Keejis
Feambimimin  dan Pengowasin Tohunan Berbasis Rislko
Tuhun 2038,

Undlamg-Undong Nomwe 12 Tuhun 1850 eniang
Pembeniukan Daerah-caerah kiabiipalen dilam
Lingkungan Propinsi Joawa Timur (Lembaran  Negers
Repubdik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1%, Tambaban
Lembaran MNegara Republis Indenesie Nomor 9]
sebapaimana telab diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 965 wolang Perubahan  Hotas  Wilaysh
Kolapraja Swrsleya  dan Deerah Tingkat |1 Surabaya
dhengun mwengpubo b Undang- U ndang Namaor 12 Tahun 1950
tentang Pembentuksn Daerah doernh Kobupaten dalam
Linpgkungan Proponsi liwa Timur dan Undang-Undang
Nomor 1o Tahun 1950 entang Pembentukan Doerah-
davrah Kota Besar dalam  Lingkungan  Provinsi  Jawa
Tamuir, Jawn Temgah, Jawa Baran dan Desrah [stimewa
Jopjakarta [Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun



